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DENGAN NAMA AX.LAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

nimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311- ayat (1
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaj
Daerali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhrr dengai
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedu.
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta]
Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Qanu:
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (R-APBB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) diserti
penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRK untu
memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan da
Belanja Kabupaten (R-APBK) yang diajukan sebagaimana maksu
dalam huruf a, merupakan perwujudan daxi Rencana Keij
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 yang dijabarka
kedalam Kebijakan Umum APBK serta Prioritas dan Plafo
Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antai
Pemerintah Daerah dengan DPRK Nagan Raya pada tanggal 0
Agustus 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad
huruf a dan huruf b, perlu membenUik Qanun Kabupaten Nags
Raya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupah
Nagan Raya Tahun Anggaran 2020;

mgingat : i. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republ
Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dj
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19f
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik liidones
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undai
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indones
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repub:
Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersihdan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang
















